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ABSTRAK 

Perubahan tren kepariwisataan dari tren pariwisata massal ke pariwisata 

alternatif membawa dampak pada berkembangnya tren desa wisata. Di Kabupaten 

Magelang sendiri dapat dijumpai banyak desa wisata, salah satunya adalah Desa 

Wisata Candirejo. Berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 

2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata maka dapat diketahui terkait 

peran, tugas, kewajiban, hingga kewenangan pemerintah desa dalam pembentukan 

hingga pengelolaan desa wisata. Salah satu tugas pemerintah desa dalam 

mengelola desa wisata adalah mengembangkan dan menguatkan kelembagaan 

desa wisata seperti Pokdarwis maupun BUMDES. Dua lembaga yang sama-sama 

mengelola desa wisata akan tetapi memiliki juklak dan juknis yang berbeda. 

Adapun penelitian ini menggunakan normatif yuridis dengan teknik pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Candirejo Magelang mengupayakan 

terbentuknya sebuah kolaborasi di antara Pokdarwis dan BUMDES melalui 

kesepakatan yang dibuat dari sebuah kompromi kebijakan. Pada Desa Wisata 

Candirejo Magelang, Pokdarwis akan berperan sebagai motivator, penggerak, dan 

komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan serta kepedulian masyarakat 

terhadap pariwisata, sedangkan BUMDES berperan sebagai badan hukum serta 

lembaga pengelola desa wisata. 

Kata Kunci : BUMDES, Pokdarwis, Desa Wisata, Pemerintah Desa 

ABSTRACT 

The change in tourism trends from mass tourism to alternative tourism has an 

impact on the development of the tourist village trend. In Magelang Regency, many 

tourist villages can be found, one of which is Candirejo Tourism Village. Based on 

the Regional Regulation of Central Java Province No. 2 of 2019 concerning the 

Empowerment of Tourism Villages, it can be seen related to the roles, duties, 

obligations, and authority of the village government in the formation and 

management of tourism villages. One of the tasks of the village government in 

managing tourism villages is to develop and strengthen tourism village institutions 

such as Pokdarwis and BUMDES. Two institutions that both manage tourist 

villages but have different operational and technical guidelines. This research uses 

juridical normative with data collection techniques through observation, in-depth 

interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the 

Candirejo Magelang village government seeks to form a collaboration between 

Pokdarwis and BUMDES through an agreement made from a policy compromise. 

In Candirejo Magelang Tourism Village, Pokdarwis will act as a motivator, 

activator, and communicator in an effort to increase the readiness and awareness 

of the community towards tourism, while BUMDES acts as a legal entity and 

management institution of the tourism village. 

Keywords : BUMDES, Pokdarwis, Tourism Village, Village Government 
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